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KATA PENGANTAR

Perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh besar 
terhadap berbagai sektor di Indonesia, termasuk sektor Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan. Buku dengan 
judul Teknologi Disruptif: Tantangan dan Peluang dalam Mendorong 
Kewirausahaan ini sangat sesuai dengan dinamika perkembangan 
teknologi dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Saya menilai buku ini 
relevan dengan kondisi saat ini, bahwa tidak dapat dipungkiri dengan 
pesatnya perkembangan  teknologi akan dapat berdampak positif  bila 
kita mampu mempersiapkan kondisi tersebut. Namun,  akan menjadi 
hal yang negatif di mana akan terjadi gangguan atau disrupsi apabila 
kita tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi.

Buku ini mengulas secara umum mengenai peluang dan kendala 
pemanfaatan teknologi disruptif bagi pengembangan kewirausahaan 
dan UKM, mulai dari kinerja kewirausahaan dan UKM nasional sampai 
dengan dukungan pemerintah dalam memajukan kewirausahaan dan 
UKM melalui teknologi disruptif. Selain itu juga dipaparkan mengenai 
transformasi ekonomi dan bisnis beserta dampak kehadiran teknologi 
disruptif, yang di dalamnya mengupas tentang persaingan usaha di 
era teknologi disruptif. Selanjutnya membahas permasalahan serta 
alternatif kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam rangka 
meningkatkan penggunaan teknologi digital oleh masyarakat, 
khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Tidak sampai di 
situ, buku ini juga mendeskripsikan potensi ekonomi digital Indonesia, 
kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan teknologi digital bagi 
pengembangan kewirausahaan dan UMKM, dan fasilitasi pemerintah 
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dalam pengembangan UMKM digital dan technopreneur. Setelah 
pembahasan yang bersifat nasional, buku ini juga memberikan contoh 
pengembangan ekonomi wilayah di dua kota, yaitu Kota Bandung 
dan Kota Denpasar bagaimana kesiapan pemerintah daerah (Pemda) 
dalam memanfaatkan teknologi disruptif. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat kepada 
para peneliti yang dengan tekun dan inovatif telah menghasilkan karya 
tulis ilmiah (KTI) yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman 
mengenai pemanfaatan teknologi disruptif bagi pengembangan 
kewirausahaan dan UMKM. Saya juga menyampaikan apresiasi dan 
terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS. yang telah 
meluangkan tenaga dan waktunya dalam merancang tema, outline 
KTI, dan kegiatan editorial lainnya, sehingga buku ini layak untuk 
diterbitkan. Semoga yang tersaji dalam buku ini dapat mendorong 
peningkatan UMKM melalui pemanfaatan teknologi. Amin.

Jakarta,    September 2019

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
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PROLOG

Istilah disruptive technology atau teknologi disruptif (TD) 
dipopulerkan oleh Clayton Christensen, profesor dari Harvard 
Business School, melalui buku yang terbit tahun 1997 berjudul 
The Innovator’s Dilemma. Christensen mengidentifikasi teknologi 
baru ke dalam dua jenis, yaitu sustaining dan disruptive. Teknologi  
yang menjamin keberlanjutan (sustaining technology) merupakan 
perbaikan lebih lanjut dari teknologi yang sudah dimanfaatkan, 
dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing secara 
berkelanjutan. Sementara TD merupakan teknologi inovatif baru, 
tidak berkaitan langsung dengan penyempurnaan teknologi yang telah 
mapan atau dimanfaatkan secara intensif, namun menjanjikan sesuatu 
perubahan berupa terobosan (breakthrough) yang menarik dan dapat 
mendisrupsi tatanan kehidupan yang sudah berlangsung secara 
mapan.  Dalam penerapannya, dapat terjadi suatu teknologi inovatif 
baru tidak berhasil menjadi inovasi yang diterapkan meluas dan 
bermanfaat bagi masyarakat pemakainya.  Teknologi inovatif seperti 
itu kemungkinan menghadapi banyak kendala atau masalah pada saat 
diterapkan, karena misalnya, proses uji cobanya belum tuntas ataupun 
belum terbukti benar keandalannya. Karena itu teknologi inovatif ini 
sering kali hanya menarik bagi sebagian orang  saja yang mampu 
melihat peluang usaha.

Namun demikian, TD bila dimanfaatkan oleh orang atau 
pihak dengan pola pikir kreatif dan mampu berpikir out of the box,  
menjadi kekuatan baru yang dapat mengubah dinamika kehidupan, 
pola bisnis, ataupun  gaya hidup berbagai lapisan masyarakat. Di 
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bidang ekonomi misalnya, TD mengubah pola bisnis yang awalnya 
melalui proses panjang dan rumit—menggunakan information and 
communication technology (teknologi informasi dan komunikasi/TIK) 
yang berkembang pesat—menjadi transaksi bisnis yang lebih cepat 
dan hemat, sehingga berimplikasi signifikan pada tingkat efektivitas 
pelayanan. Melalui pemanfaatan TD, relung pasar atau segmen 
konsumen tertentu dapat dijangkau dan dilayani  dengan ongkos yang 
lebih murah dari cara konvensional, dengan penyampaian pelayanan 
yang lebih cepat sehingga segmen konsumen ini menjadi pasar baru 
yang aktif. 

Contoh sederhana, ada seorang kakek dititipi seorang cucu, 
sebutlah bernama Darin, karena orang tuanya mempunyai aktivitas di 
luar kota. Baru satu hari orang tuanya pergi, Darin sakit. Sang kakek 
segera melaporkan kepada Ibu Darin. Beberapa saat kemudian Ibu 
tersebut menginformasikan kepada ayahnya (sang kakek) waktu 
untuk bertemu dokter anak langganannya. Rupanya Ibu Darin dengan 
layanan online, dari luar kota membuat janji konsultasi dengan dokter 
anak langganannya.  Sang kakek pergi ke dokter memakai layanan 
mobil online, dan setelah mendapat giliran konsultasi dengan dokter, 
dia juga pulang dengan cara yang sama. Untuk beli obat resep dari 
dokter, sang kakek melakukannya dengan cara layanan online beli obat 
dari rumah. Demikian juga saat cucunya minta makan bubur ayam, 
sang kakek tidak perlu repot ke luar rumah, cukup melalui telepon 
genggamnya menghubungi layanan online yang dapat melayani beli 
makanan. Cucu Darin dapat terobati, orang tua Darin dapat tenang 
melaksanakan aktivitas di luar kota, sang kakek Darin tidak merasa 
kerepotan jaga cucu sakit, santai saja dengan aktivitas sehari-harinya.  

Ini contoh kisah sederhana manfaat penggunaan TIK dalam 
kehidupan sehari-hari. Apabila tidak ada layanan tersebut, jangan-
jangan orang tua Darin harus memperpendek perjalanannya, dan 
sang kakek harus repot membawa ke dokter menyetir sendiri, dan 
di tempat praktik dokter harus menunggu antrean yang cukup lama. 

Achmad Suryana



3

Hidup menjadi lebih dimudahkan dengan memanfaatkan TIK di era 
TD tersebut.

Secara umum, teknologi inovatif yang mendisrupsi kemapanan 
mampu membawa pengaruh positif atau menguntungkan dalam 
berbagai sektor, termasuk kegiatan bisnis. Pasar lebih terbuka lebar 
dan konsumen mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Apabila 
para pelaku bisnis yang sudah mapan tidak segera merespon dengan 
pendekatan dan kebijakan baru dalam berbisnis, kegiatan usaha 
mereka dikhawatirkan akan tergerus. Pemerintah sebagai regulator 
dan fasilitator  perlu memberi respon yang tepat, baik dari sisi 
substansi ataupun kecepatan waktu (timely) untuk menata dan 
mengelola pemanfaatan TD agar diperoleh hasil secara optimal bagi 
pembangunan ekonomi negara,

Laporan McKinsey Global Institute (James Manyika et al. 2013, 
Disruptive Technologies: Advances that will transform life, business, and 
the global economy) menyebutkan terdapat 12 teknologi baru yang 
memiliki sifat disruptif, di antaranya mobile internet, autonomous 
vehicles, dan advance genomics yang memiliki potensi membentuk 
tatanan baru dunia tempat kita hidup dan bekerja. Sementara itu, 
laporan lainnya menginformasikan terdapat 18 TD untuk tahun 
2018, di antaranya meatless meats, personal data value platforms, dan 
renewable and clean energy (disruptionhub.com, 2018).

Di Indonesia, contoh nyata TD yang berpengaruh luas mewarnai 
berbagai aktivitas ekonomi, seperti juga dicontohkan melalui kisah 
cucu Darin sakit di rumah kakeknya, adalah transportasi online, seperti 
Go-Jek atau Grab, yang menyaingi bahkan mengancam kemapanan 
sistem transportasi yang ada selama ini. Go-Jek juga mengembangkan 
layanannya melalui Go-Food yang melayani konsumen dalam 
pemesanan makanan online selama 24 jam, sepanjang ada penyedia 
makanan dan jenis makanan yang dipesan.

 Menelusuri peran TD sebelumnya terdapat contoh yang 
menarik untuk disimak. Lebih dari 20 tahun lalu, berkembang 

Prolog
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pesat warung telepon (Wartel) sebagai penyedia jasa fasilitas untuk  
berkomunikasi, yang menjamur sampai ke kota kecamatan bahkan 
desa hampir di seluruh Indonesia. Umur bisnis ini tidak lama, langsung 
tersingkir dengan hadirnya teknologi telepon genggam atau telepon 
pintar.  Masih ada beberapa kasus lain yang menarik untuk dikaji 
seperti contoh siklus hidup bisnis wartel tersebut.

Yang menarik, masyarakat Indonesia relatif mudah menerima 
dan menyesuaikan terhadap perubahan teknologi dan layanan ini.  
Contoh terakhir adalah pembayaran jasa penggunaan jalan tol non 
tunai atau menggunakan e-money. Aturan ini diberlakukan pada bulan 
Oktober 2017 dan tidak terdengar komplain yang serius dan masif 
atas  penerapan kebijakan ini, dan hanya beberapa bulan kemudian 
saja masyarakat pengguna jalan tol sudah terbiasa. Hal ini berarti 
konsumen memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cara 
berinteraksi, bertransaksi, atau berbisnis yang baru.

Kehadiran TD merupakan suatu kenyataan yang tidak perlu 
dihindari dan tidak bisa dihindari, malah harus disambut dan 
dimanfaatkan untuk mendorong  pertumbuhan ekonomi nasional 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar manfaat yang diraih 
dari TD optimal dan prosesnya berjalan seiring serta dapat bersinergi 
dengan bisnis yang telah mapan, peran pemerintah sebagai regulator, 
dinamisator dan penyedia insentif bagi pengembangan sektor 
ekonomi menjadi sangat strategis. Bersamaan dengan itu, usaha 
yang telah mapan pun juga diharapkan mampu secara berkelanjutan 
memanfaatkan sustaining technology dengan melakukan penyesuaian 
yang diperlukan. Pengaturan seperti apa, bagaimana, di mana, kapan, 
perlu dirumuskan secara tepat. Demikian juga perlu diidentifikasi 
sektor ekonomi yang paling mungkin untuk didorong maju dengan 
munculnya TD ini. Berdasarkan berbagai kajian, salah satu sektor yang 
memiliki potensi berkembang pesat dengan memanfaatkan TIK di era 
TD ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah  (UMKM)

Achmad Suryana
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Mengenai peran UMKM dalam perekonomian nasional, Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, 
pada pertemuan World Investment Forum 2018 di Jenewa, Swiss, 
menyatakan pemerintah Indonesia menilai kewirausahaan dan 
usaha kecil menengah (UKM) berkontribusi besar untuk penciptaan 
kesempatan kerja atau lapangan kerja di setiap lini ekonomi nasional, 
dan pengembangannya tidak dibatasi oleh kendala atau hambatan 
geografis (www.beritasatu.com, 26 Oktober 2018). Pemanfaatan TD 
sangat mungkin untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) 
wirausaha terutama pemula dan pelaku UMKM dalam upaya untuk 
menciptakan pasar, memanfaatkan relung pasar, dan memperluas 
aktivitas ekonomi pada semua lini. Selain itu, wirausaha pemula dan 
pelaku UMKM dapat memulai aktivitasnya dengan sumber daya relatif 
terbatas dan dapat dikembangkan di berbagai daerah 

Keberadaan, potensi, dan prospek pemanfaatan TD untuk 
mendorong pengembangan kewirausahaan dan UMKM dalam 
kerangka pembangunan perekonomian nasional melatar-belakangi 
upaya penyusunan buku bunga rampai ini. Buku ini terdiri dari enam 
bagian dengan lingkup bahasan sebagai berikut: (a) ulasan tentang 
TD, mulai dari pengertian, posisi dalam pengembangan ekonomi, serta 
peluang dan kendala dalam pemanfaatannya; (b) peran pemerintah 
sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pemanfaatan TD 
untuk mengembangkan kewirausahaan dan UMKM; (c) pemanfaatan 
TD bagi pengembangan kewirausahaan dan UMKM, dan (d) kesiapan 
dan upaya daerah dalam memanfaatkan TD, khususnya dalam 
pengembangan UMKM.

Tulisan pertama dari Dewi Wuryandani, membahas peluang 
dan kendala pemanfaatan TD bagi pengembangan kewirausahaan dan 
UMKM. Wuryandani menjelaskan bahwa TD merupakan teknologi 
inovatif yang mampu menggeser teknologi mapan dan  menciptakan 
industri baru. Untuk ke depan, dengan adanya  tantangan ekonomi 
global yang semakin besar, mengharuskan para pengusaha memiliki 

Prolog
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kemampuan untuk memanfaatkan TD guna mengatasi tantangan 
tersebut dan mengubahnya menjadi kesempatan. Sejalan dengan 
hal tersebut, para pelaku UMKM diharapkan dapat berusaha secara 
berkelanjutan dan mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka 
lebar.  Semakin banyak UMKM yang terlibat dalam ekonomi digital 
melalui pita lebar, bisnis elektronik, media sosial, teknologi awan, 
dan platform telepon seluler atau ponsel, maka diharapkan semakin 
banyak pula pelaku UMKM yang menjadi lebih inovatif dan lebih 
kompetitif.  Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh lebih cepat untuk 
meraih keuntungan yang lebih besar dan juga menciptakan berbagai 
lapangan kerja untuk menggerakkan ekonomi secara keseluruhan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar TD dapat 
berjalan baik dan memberikan dampak signifikan terhadap 
transformasi bisnis. Pertama, yang harus dimiliki oleh setiap pelaku 
usaha untuk sukses dalam transformasi bisnis adalah sikap adaptif 
terhadap perubahan yang terjadi. Kedua transformasi bisnis adalah 
sikap kolaborasi, pelaku usaha disarankan untuk memilih jalan 
kolaborasi daripada berjuang melawan gelombang disrupsi. Ketiga, 
setiap pelaku usaha harus memiliki sikap untuk selalu berbagi 
dalam menghadapi era digital yang serba terbuka seperti saat ini. 
Berbagi bukan hanya soal materi, namun juga soal pengalaman dan 
pengetahuan. Uraian lengkap mengenai bentuk transformasi ekonomi 
dan bisnis dampak dari kehadiran teknologi disruptif disajikan dalam 
artikel kedua yang disiapkan oleh Niken Paramita.

Sahat Silalahi mendiskusikan kebijakan pendukung ekosistem 
digital dalam meningkatkan bisnis UMKM pada bagian ketiga buku 
ini. Pembentukan ekosistem digital mutlak diperlukan dalam rangka 
mempercepat proses adopsi teknologi, baik oleh masyarakat maupun 
pelaku UMKM. Pembentukan ekosistem digital membutuhkan 
intervensi kebijakan pemerintah yang lebih bersifat top down 
melalui serangkaian instrumen kebijakan. Penyediaan fasilitas 
infrastruktur teknologi perlu diikuti dengan pemangkasan birokrasi 

Achmad Suryana
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yang cenderung tidak bersahabat dengan pembentukan ekosistem 
digital. Birokrasi hendaknya menjadi lebih sederhana dan ditugaskan 
untuk memberikan dukungan terhadap percepatan adopsi teknologi. 
Infrastruktur teknologi yang andal beserta tingkat adopsi yang tinggi 
dari pelaku UKM dan masyarakat akan mempercepat pengembangan 
bisnis dan ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah mempunyai kebijakan untuk memfasilitasi 
pengembangan UMKM digital. Pemerintah juga memiliki visi untuk 
menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi 
terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan menargetkan 
terciptanya 1.000 technopreneurs dengan valuasi bisnis sebesar USD 
10 miliar dan dengan nilai e-commerce mencapai USD 130 miliar. 
Topik ini dibahas oleh Hilma Meilani dalam tulisan keempat dengan 
judul “Fasilitasi Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Digital dan 
Technopreneur”.

Pengembangan daya saing UMKM menjadi faktor yang penting 
dalam era teknologi digital. Melalui pemanfaatan TIK diharapkan 
UMKM dapat memperluas pangsa pasar dan bersaing secara sehat 
dengan usaha besar. Selain itu teknologi inovatif membantu UMKM 
dalam melakukan inovasi dan diferensiasi produk. Meilani berargumen 
bahwa upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM agar 
terjun di pasar digital tidak bisa hanya bergantung pada langkah 
pemerintah pusat, tetapi juga perlu dukungan pemerintah daerah, 
Dukungan daerah di antaranya berupa program untuk menumbuhkan 
UMKM dan technopreneur, menciptakan banyak kompetisi UMKM dan 
wirausahawan, dan memunculkan website-website baru yang memberi 
wadah kepada UMKM lokal di daerah. 

Dua naskah berikutnya membahas tentang kesiapan 
pemerintah daerah dalam memanfaatkan TD  bagi pemberdayaan 
UMKM dan ekonomi di daerahnya. Dewi Restu Mangeswuri mengulas 
kasus di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Mandala Harefa 
melaporkan perkembangan di Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Prolog
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Mangeswuri mengemukakan bahwa dengan beragamnya 
potensi yang dimiliki daerah, Kota Bandung, dinilai paling siap untuk 
menjadi kota percontohan berbasis industri kreatif di lndonesia 
dengan sebutan Bandung Creative City. Ke depan diharapkan Kota 
Bandung tidak hanya menjadi salah satu kota kreatif di tingkat 
nasional, tapi bahkan levelnya ada di tingkat Asia. Industri kreatif perlu 
terus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui penciptaan wirausaha 
yang mampu bersaing di skala internasional. Untuk itu diperlukan 
pemberian bantuan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi oleh 
pelaku UMKM,  salah satunya adalah dengan penyediaan website yang 
dapat diakses secara mudah, cepat, dan gratis. 

Sementara itu, Harefa menyarankan UMKM di kota Denpasar 
perlu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya 
saing perusahaan, mengingat di era globalisasi ini arena persaingan 
menjadi sangat kompetitif dan bersifat global/mendunia. Dua 
tantangan terbesar yang dihadapi pelaku  UMKM di era digital adalah 
kemampuan SDM memanfaatkan teknologi tersebut dan kemampuan 
memanfaatkan proses transaksi digital. Untuk tahap awal sudah 
seharusnya seluruh pihak dengan sungguh-sungguh mendorong para 
pelaku UMKM untuk go digital karena proses digitalisasi masih berjalan 
lambat di sektor ini.  E-commerce dapat menjadi peluang besar bagi 
pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya serta memungkinkan  
UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global.

 Tentu saja pembahasan tentang TD, manfaat penguasaannya, 
dan kendala serta permasalahan dalam memanfaatkannya merupakan 
topik bahasan yang sangat luas. Buku ini menyajikan hanya sebagian 
aspek saja. Walau begitu, melalui penelaahan buku ini, pembaca 
diharapkan mendapatkan gambaran yang relatif menyeluruh walau 
bersifat umum tentang TD. Selamat membaca.

Prof. (Riset) Dr. Ir. Achmad Suryana, MS

Achmad Suryana
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EPILOG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
yang pesat membawa dunia global ke era teknologi disruptif (TD). 
Dalam suatu acara Chief Executive Officer (CEO) Gathering di Jakarta 
tahun 2018, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 
Rudiantara mengingatkan pelaku industri agar mengantisipasi inovasi 
disruptif dalam pengembangan industri. Menurut Menkominfo, yang 
disruptif sebenarnya bukan teknologi tapi daya pikir orang atau pihak 
yang memanfaatkannya. Teknologi sendiri hanya enabler  (hal yang 
membuat sesuatu menjadi mungkin), yang berubah adalah cara pikir. 
Beberapa teknologi yang bisa digunakan sebagai enabler di antaranya 
advanced	 robotic,	 artificial	 intelligence,	 Internet	 of	 Things,	 cloud	
computing, big data analytic, 3D printing, dan digital payment systems. 
(https://www.kominfo.go.id>detail>berita). 

Salah satu kata kunci untuk mengkapitalisasi peluang 
seperti disebutkan di atas adalah kecepatan beradaptasi. Dalam 
struktur perekonomian Indonesia, salah satu peluang besar untuk 
memanfaatkan TD bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional 
adalah dengan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) dalam memasuki ekonomi digital. Pemerintah 
sudah tanggap mengenai hal ini, dengan mencanangkan visi ekonomi 
digital 2020 dan menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mendukung 
ekosistem e-commerce, antara lain dengan sasaran 1 juta domain name 
gratis, digitalisasi 50 juta UMKM, dan gerakan 1.000 Startup digital. 
Langkah pemerintah pusat ini juga diikuti oleh banyak pemerintah 
daerah, walau kesiapannya beragam. 
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Salah satu saran kebijakan yang disampaikan buku ini (bagian 
ketiga buku) untuk memajukan UMKM di era TD adalah perlunya 
pembentukan ekosistem digital dalam rangka mempercepat proses 
adopsi teknologi oleh pelaku UMKM. Pembentukan ekosistem digital 
membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah yang lebih bersifat top 
down melalui serangkaian instrumen kebijakan. Melalui upaya tersebut 
diharapkan permasalahan cara berpikir dalam penggunaan teknologi 
oleh seluruh pemangku kepentingan dapat diperkuat. Bersamaan 
dengan itu, pemerintah disarankan membangun infrastruktur 
teknologi yang diikuti dengan pembaharuan struktur birokrasi yang 
cenderung tidak sejalan dengan pembentukan ekosistem digital agar 
percepatan adopsi teknologi ini dapat direalisasikan ini.

Buku bunga rampai ini menyajikan juga posisi dan peran 
pemerintah daerah (Pemda) dalam memanfaatkan peluang era 
teknologi digital bagi kemajuan ekonomi nasional. Dua daerah dijadikan 
kasus pendalaman kajian peran daerah dalam memanfaatkan TD, 
yaitu Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Denpasar, Provinsi 
Bali. Pelajaran yang dapat dipetik (lesson learned)  dari kedua kota 
tersebut dalam pengembangan UMKM di era TD di antaranya adalah:  
Pertama, sudah banyak pelaku UMKM yang mampu beradaptasi 
untuk memanfaatkan era TD, namun masih ada yang gagap teknologi 
sehingga bisnis mereka mulai terancam. Sejalan dengan itu, Pemda, 
melalui dinas yang membidangi pengembangan UMKM sudah cukup 
aktif memfasilitasi UMKM memanfaatkan peluang tersebut. 

Kedua, pelaku UMKM  perlu memanfaatkan teknologi di era 
digital  untuk meningkatkan daya saing usaha, mengingat di era TD 
ini arena persaingan menjadi sangat kompetitif, dan bersifat global/
mendunia. Untuk itu diperlukan strategi guna meningkatkan daya 
saing perusahaan, di antaranya dengan memanfaatkan TIK terutama 
dalam memperluas  pasar melalui promosi produk-produknya. 
Kegiatan pemasaran produk melalui bisnis e-commerce diharapkan 
dapat membantu perkembangan usaha para pelaku UMKM.  Melalui 

Achmad Suryana
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fasilitas ini memungkinkan UMKM dapat mengembangkan bisnisnya 
atau melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global, sehingga 
berpeluang menembus peluang ekspor. 

Ketiga, dengan besarnya potensi TD bagi pengembangan 
UMKM di daerah, maka peran pemerintah daerah untuk memacu 
pemanfaatan TD oleh pelaku UMKM menjadi sangat strategis. Fasilitasi 
pemerintah daerah dalam pemanfaatan TIK mutlak diperlukan. Salah 
satu upaya yang patut dicontoh, misalnya setiap bantuan pemanfaatan 
teknologi informasi dapat digratiskan sehingga pelaku UMKM dapat 
benar-benar terbantu karena masih terdapat para pelaku yang belum 
bisa memanfaatkan e-commerce. 

Buku bunga rampai Teknologi Disruptif: Tantangan dan 
Peluang dalam Mendorong Kewirausahaan dan UMKM, walaupun tidak 
lengkap atau sempurna, telah membahas peran, peluang, kendala 
dan tantangan, serta prospek dari pemanfaatan TD bagi kemajuan 
perekonomian nasional. Semoga buku ini dapat mencerahkan bagi 
pembaca mengenai isu TD dan pemanfaatannya oleh pelaku UMKM 
dan manfaatnya bagi perekonomian nasional. 

Achmad Suryana 
Editor

Epilog
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